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Dana Darurat diberikan dalam kerangka hubungan keuangan antara
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan dikelola dengan mekanisme
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dana Darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang
dialokasikan kepada Daerah yang mengalami Bencana Nasional
dan/atau Peristiwa Luar Biasa berdasarkan penetapan Presiden yang
tidak dapat ditanggulangi dengan APBD.

Bencana Nasional dan/atau Peristiwa Luar Biasa merupakan bencana
yang diakibatkan oleh faktor alam, faktor nonalam, dan/atau faktor
manusia sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan,
kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang mengganggu
kegiatan perekonomian dan sosial.

Dana Darurat dipergunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi
dan rekonstruksi pada tahap pascabencana yang menjadi
kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dana Darurat dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

www.djpp.depkumham.go.id


